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         Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No.76 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi guna 

mengatasi dan menanggulangi Korupsi di wilayah Kabupaten Jombang. Implementasi 

whistleblowing system dalam pemberantasan korupsi menjadi isu yang menarik untuk 

dianalisis menggunakan fiqih siyasah. 

         Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi 

whistleblowing system dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana implementasi whistleblowing system dalam 

pemberantasan korupsi dalam perspektif fiqih siyasah? Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mendeskripsikan implementasi whistleblowing system dalam pemberantasan 

korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; 2) Menganalisis implementasi 

whistleblowing system dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Jombang dalam perspektif fiqih siyasah.  

         Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data. 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Whistleblowing system dalam 

pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang adalah 

mekanisme pelaporan tindak pidana korupsi atau Tindakan merugikan terhadap 

keuangan negara yang berada dalam kewenangan Inspektorat Kabupaten Jombang. 

Kmudian penerapan whistleblowing system juga digunakan sebagai upaya guna 

memberantas korupsi yang ada di Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati Kabupaten 

Jombang Nomor 76 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengaduan Tindak 

Pidana Korupsi ditujukan untuk masyarakat dan pegawai di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Jombang sebagai objeknya. Tapi dalam faktanya masyarakat dan pegawai 

masih awam terhadap peraturan tentang pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Jombang. 2) Dalam perspektif fiqih siyasah, implementasi 

whistleblowing system dalam pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Jombang sudah menyerupai konsep hisbah yang dalah pemerintah 

kabupaten Jombang disebut dengan Lembaga Inspektorat, akan tetapi tidak berjalan 

maksimal. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

whistleblowing system. Dan juga implementasi whistleblowing system tidak sesuai 
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dengan firman Allah SWT dalam Qur’an Surat An – Nisa ayat 59 tentang kewajiban 

menaati sumber hukum atau hukum itu sendiri. 
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         This research was motivated by the emergence of several corruption cases, 

especially in Jombang Regency, so the Jombang government made Jombang Regency 

Regent Regulation No. 76 of 2019 concerning Procedures for Handling and Complaints 

of Corruption Crimes in order to overcome and deal with the rise of Corruption cases 

in the Jombang Regency area. The awareness of ordinary people and employees is an 

interesting object to be analyzed using siyasah fiqh. 

         The problem formulation of this research is: 1)How to 

implementwhistleblowing system in eradicating corruption within the Jombang 

Regency government? 2) How is it implementedwhistleblowing system in eradicating 

corruption from a fiqh perspectivepolitics?. The objectives of this research are: 1) to 

describe implementationWhistleblowing system in Eradicating Corruption within the 

Jombang Regency Government. 2) To analyze the Fiqh reviewPoliticstowards 

implementationWhistleblowing system in eradicating corruption within the Jombang 

Regency Government. 

         This research is qualitative research with a case study approach. Data collection 

uses observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data 

condensation, data presentation and drawing conclusions. For data validity, data 

triangulation is used. 

  

         The results of the research show that in the researchers' findings. 1 ) not all 

people understand how to report criminal acts of fraud or crimes that are detrimental to 

the state. When crimes occur that are detrimental to the state, the public assumes that 

this is not their authority and assumes that everything has been carried out properly by 

government bodies such as the police and the Corruption Eradication Commission. 2) 

The findings found by researchers are that not all residents and employees within the 

Jombang Regency Government know the procedures for complaints and the 

mechanisms that must be followed when reporting. Even though the Jombang district 

government has created a special website to facilitate the public and employees to 

report, in reality the researchers found that the public or employees still report it not 
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via the website but reporting directly. Judging from siyasah fiqh, certain groups of 

people and state civil servants are still unfamiliar with the Regent's regulation number 

76 of 2019, this is because public and employee awareness is low and is not in 

accordance with the word of Allah SWT in the Qur'an Surah AN - Nisa verse 59 

concerning the obligation to obey the source of the law itself. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 

0543b/U/1987.2 

1. Konsonan Tunggal 

ARAB LATIN 

Kons. Nama Kons. Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Tsa Ś Es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Cha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka & ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dh De & ha ذ

 

 

 
2 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pedoman Penyusunan Skripsi, (Tulungagung: 

Departemen Agama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Tulungagung, 2010), hal. 77-79 
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 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sh Es dan ha ش 

 Shad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dlat D De (dengan titik di bawah) ض

 Tha T Te (dengan titik di bawah) ط 

 Dha ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain Gh Ge dan ha غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
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antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 

dengan gabungan huruf sebagai berikut: 

a. Vokal  rangkap  (   أَ    و)   dilambangkan  dengan  gabungan  huruf aw, 

misalnya: al-yawm. 

b. Vokal  rangkap  (   أَ  ي)   dilambangkan  dengan  gabungan  huruf ay, 

misalnya:    al-bayt. 

c. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan  huruf  dan  

tanda  macron  (coretan  horisontal)  di  atasnya, 

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan  huruf  dan  

tanda  macron  (coretan  horisontal)  di  atasnya, misalnya (  ْالْفَاتِحَة = al-f̄atihah ), 

 .( q̄imah = قيِْمَةٌ  ) dan ( al-‘ul̄um = الْعلُوُْم )

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,  tra

nsliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama     denga

n huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  حَد = haaddun ), (   سَد =  saddun ), ( 

 .( taayyib = طَي بِ

5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 

trasnliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari 

kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya( الْبيَْت = al-bayt ), ( 

 .( ’al-sam̄a = السَّمآء
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6. T̄a’ marb̄utah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat suk̄un, transliterasinya 

dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan t̄a’ 

marb̄utaah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t” misalnya, ( 

 .( ru’yah al-hil̄al atau ru’yatul hil̄al = رُؤْيَةاُلْهِلل

7. Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( ُرُؤْيَة = ru’yah ), ( فقُهََاء = fuqah̄a’).  

  


